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01 Gambaran Umum
Kebijakan

Gambaran Umum
04 Pelaksanaan

Sapras,SDM,Anggaran

(/7 Rincian Layanan

Permohonan Masuk, Waktu yang
dibutuhkan,Dikabulkan dan Ditolak

Rincian Penyelesaian
1 O Sengketa Informasi Publik

Keberatan,Tanggapan Atas
Keberatan, Hasil Mediasi, Jumlah
Gugatan, Hasil Putusan

11 Kendala

Eksternal dan Internal

Rekomendasi
Tindak Lanjut

Pengantar

Puji syukur  marilah kita panjatkan
kepada Allah SWT karena atas limpahan
Rahmat serta Karunia -Nya sehingga
Laporan Tahunan Layanan Informasi
Publik Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2022 ini dapat tersusun dan
terselesaikan sebagaimana mestinya.
Penyusunan Laporan Tahunan ini adalah
rekapitulasi dari semua pelayanan
informasi publik yang PPID Kabupaten
Kapuas Hulu lakukan sepanjang tahun
2022 sebagai bentuk pelaksanaan tugas
dari Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID).

Laporan Layanan Informasi Publik yang
telah tersusun ini kami buat sesederhana
mungkin agar mudah dipahami namun
tidak mengurangi maksud dan tujuan
laporan itu sendiri.

Kami  menyadari masih banyak
kekurangan pada laporan ini, oleh sebab
itu kami sangat membutuhkan segala
jenis  saran dan  masukan  agar
penyusunan laporan tahunan
seIa utnya dapat tersusun dengan lebih

“Pembina TK.I
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GAMBARAN

UMUM
KEBIJAKAN



GAMBARAN UMUM

Kebijakan
Pengelolaan Informasi Publik

Berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik juga
merupakan bagian untuk mewujudkan
pemerintahan yang baik (good governance).
Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu
langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari
fungsi badan publik atau institusi pemerintahan.
Dimana salah satu syarat untuk mencapai tata kelola
pemerintahan yang baik dan transparan adalah
melalui  keterbukaan bagi masyarakat dalam
memperoleh informasi. Sebagai sarana untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat akan infromasi,
baik yang berkaitan dengan kepentingan publik
maupun yang berkaitan dengan penyelenggaraan
pemerintahan, melalui  keterbukaan informasi
publikdiharapkan dapat memberikan ruang bagi
masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai
kebijakan publik

Guna menjamin hak masyarakat untuk memperoleh
informasi yang berkaitan dengan  kepentingan
publik  dan mewujudkan  penyelenggaraan
pemerintah yang transparan, Pemerintah Kabupaten
Kapuas Hulu setiap tahunnya menerbitkan
Keputusan Bupati Kapuas Hulu tentang Pedoman
Pengelolaan Layanan Informasi Publik sebagai
acuan badan publik untuk memberikan pelayanan
informasi bagi masyarakat.
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG
KETERBUKAAN INFORMAST PUBLIK
DAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61 TAHUN 2010
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
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Adapun dasar hukum pelaksanaan layanan
Informasi Publik Kabupaten Kapuas Hulu
antara lain :

1.

Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Pelayanan  Informasi  Publik  Dan
Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Barat;

Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 77
Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Dinas Komunikasi
Informatika dan Statistik Kabupaten
Kapuas Huly;

Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor
46 Tahun 2022 tentang Penetapan
Pejabat Pengelola Layanan Informasi
dan Dokumentasi dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor
284 Tahun 2022 tentang Penetapan
Informasi Publik yang Dikecualikan di
Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten
Kapuas Hulu.

BUPATI KAPUAS HLLU
PROVINGI KALIMANTAN BARAT

KEFUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
ROMOR: 46 /DEIS/ 2022

IENTANG

FENETAPAN FEJABAT PENOELOLA LAVANAN INFORMAST

DAN DOKUMENTASI DI LINGXUNCGAN PEMERINTAH

W

BUPAT! KAPUAS HULY

KABUPATEN KAPUAS HULU

BUPATI KAPUAS HULY,

* ‘bakwa dengan berlalounyn Feraturar Dalam Negen

Romor 3 Tahum 2017 tentanz Pedoman

1. Undang-Undang Noemor 27 Teun 1959
tentang Panstspan Undang-Undang Danarst
Nomor § Tahun 1953 entang Pembentulan
Daerah Tingkst [ & Xalimantan (Lembaran
Nogara Repuli Indoesaia Takun 1953
Nomor 9} sebagai Undang-Undang [Lembaran
Negara Republic Indomesia Tahun 1939

PROVINSE KALIMANTAN BIARAT

KEPUTUSAN BUPATT KAFUAS HULY

NOMOR : 184 /DKIS/ 2022
TENTANG

PENETAPAN INFORMAS! PUBLIK YANO DIKECUALIKAN

BUPATI KAFUAS HULL,

KAPUAS HULU

balven sesual demgan hetentuan Pasal 19
Undang-Undang Nomor 14 Tabun 2008
tentang  Keterbuknan  Informasi  Publik,
dientuian babwa Pejabat Pengriols informast
dan Dokumentas & setiap Badan Publik wajib
melakukan pengufien tentang konmekuensi
dengan sekmama dan penuh keteditian sebelum
menyatakan  Informasl  Publikc  tertentu
dikecuadikan untuk diakees oleh sefiap orang
maks perfu menctaphan Keputussn Bupati
tentang Penetapan Informasi Publik yang
o




Dalam melaksanakan fungsi

dokumentasi,
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y

dan
Hulu

informasi
Kapuas

layanan
Pemerintah Kabupaten

menggunakan 3 (tiga) p/atform web aplikasi, antara lain :

1.

Aplikasi LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan
Online Rakyat )

yaitu sebuah layanan penyampaian aspirasi dan
pengaduan masyarakat terkait layanan dan fasilitas
publik yang dilakukan secara on/ine dan terintegrasi;
Aplikasi PPID ( Pejabat Pengelola Informasi

dan Dokumentasi )

yaitu aplikasi untuk menyimpan,
mendokumentasikan dan menyediakan serta
memberikan layanan terkait dengan informasi publik
kepada masyarakat secara online,

Portal Berita Bersama (info.kapuashulukab.go.id)
yaitu portal berita yang merangkum berita dari
setiap OPD terkait program dan kegiatan yang
dilaksanakan oleh setiap OPD, dimana masing
masing OPD berperan sebagai kontributor berita.

Gabung meny®
hanya dengan s
NQ

Ringkasan

Pelayanan Informasi Publik

Ketiga aplikasi tersebut wajib
dikelola oleh semua unit kerja
daerah/OPD agar masyarakat
Kapuas Hulu dapat mengakses
berbagai informasi  terkait
dengan pemerintah daerah,
maupun berkomunikasi
dengan memberikan opini,
aspirasi atau pun aduan yang
nantinya akan  ditanggapi
secara langsung oleh unit kerja
terkait.
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PPID UTAMA

ki e SARANA DAN PRASARANA

PUSAT LAYANAN
INFORMASI PUBLIK

Sejak Tahun 2021, pelaksanaan
Layanan Informasi Publik yang
berada pada PPID Kabupaten
Kapuas Hulu menggunakan

" Gedung tersendiri sebagai pusat
A wﬁ"" . A layanan informasi publik

Sarana Pelayanan Informasi Publik :
1. Gedung Layanan Informasi Publik

2. 1 Meja Layanan

3. 2 Kursi Pemohon Informasi

4. 1 Set Kursi Tunggu

5. 1 Laptop Petugas




SDM PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK

PPID UTAMA

Petugas layanan informasi publik
merupakan staf pada bidang T
Komunikasi Informasi Publik yang —
telah dibagi jadwal piket layanan

1 Personil PPID * Pembina, Pengarah, PPID , Sekretaris dan 4

orang Koordinator Bidang.
Staf Pengelola layanan PPID merupakan Staf
pada Bidang KIP Diskominfotik Kapuas Hulu

PPID Pelaksana Sekretaris Seluruh OPD
Sekretaris Seluruh Kecamatan
Kabag Umum BUMD




ANGGARAN LAYANAN
INFORMASI PUBLIK T.A
2022

Rp. 127.843.328

Adapun rincian penggunaanya dapat
dilihat pada grafik chart dibawah :

Belanja Barang Pakai Habis

Terdiri dari Belanja ATK, 12 55
Belanja Cetak dan %

Belanja Bahan Komputer

sebesar Rp. 16.045.328.-

Belanja Jasa

38,80 Terdiri dari Honorarium
% Tim Pengelola Web e-
PPID dan Belanja Admin
Aplikasi PPID sebesar
Rp. 49.600.000,-

Perjalanan Dinas

Terdiri dari Perjalanan

Dinas ke Pontianak dan 48%65
Kecamatan total sebesar
Rp. 62.198.000,-
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RINCIAN
LAYANAN
INFORMASI
PUBLIK




PERMOHONAN &

Permohonan

Permohonan Diproses

Jumlah Permintaan
Informasi Publik
Tahun 2022

Jumlah dokumen yang tersedia
di aplikasi
ppid.kapuashulukab.go.id
adalah 3.205 dokumen.
Sedangkan permintaan
informasi publik pada Tahun
2022 hanya dilakukan melalui
aplikasi
ppid.kapuashulukab.go.id.
Untuk permintaan melalui
aplikasi dapat langsung
mendownload dokumentasi
publik yang telah tersedia, dan
Jika dokumen pada arsip aplikasi
tidak ditemukan maka pemohon
informasi mengisi form
permohonan pada aplikasi PPID.
Untuk dokumen yang telah
didownload sampai dengan
Tahun 2022 adalah sebanyak
61.408 dokumen .

PELOHON

4  KOMPONEN TUJUAN

4+ STATUS 4  SUMBER MEDIAS

Download
dokumen publik

61.408

Melalui
aplikasi

Melalui
Surat

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

KAPUAS HULU

jumlah Dokumen

3205

Jumilah Permohonan Informasi

18

jumlah Unduhan

61408




Y Eapuas Hulu

21 Perbaikan Halte Di o Met,

SK Operator PPID Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021

Marius Sawarn

Waktu Proses
Layanan Informasi
Tahun 2022

0

Waktu tercepat proses layanan
yang dilaksanan via aplikasi
pada Tahun 2022 adalah 1 hari
kalender

4

BUKU DATA STATISTIK S AL TAHUN 2021

Waktu terlama proses layanan
yang dilaksanakan via aplikasi
Tahun 2022 adalah 1 hari
kalender




Jumlah
Permohonan
diKabulkan
Tahun 2022

2 dikalbulkan
Bersumber dari aplikasi PPID

PEJABAT PENGELOLA INFORMAS! ODAN DOKUMENTASI

[a KAPUAS HULU

BERANDA PROFIL PERMOHONAN INFORMASI LOGIN Q@

Daftar Informasi Publik

No. Judul Dokumen Informasi Tampilkan|

appeda 2022
Lihat

Informasi Di Tolak
Tahun 2022

Tidak ada informasi ditolak pada
tahun 2022

09



RINCIAN
PENYELESAIAN
SENGKETA
INFORMASI
PUBLIK



Jumlah keberatan
yang diterima
Tahun 2022

Tidak ada keberatan yang
diterima pada tahun 2022

Tanggapan atas
keberatan yang
diterima Tahun
2022

Tidak ada keberatan yang
diterima pada tahun 2022

Jumlah permohonan
penyelesaian sengketa
ke Komisi Informasi

Penyelelesaian sengketa
informasi merupakan
kelanjutan dari sengketa yang
terjadi pada tahun 2021
antara Pemerintah Kabupaten
Kapuas Hulu melawan LSM
Pemantau Keuangan Negara




Hasil Keputusan KI

Hasil keputusan Komisii Informasi
menolak permohonan pemohon
yaiitu LSM Pemantau Keuangan
Negara yang diajukan pada tahun
2021 secara keseluruhan

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK
2 104 On e

Jumlah gugatan yang di
ajukan ke pengadilan

LSM PKN mengajukan
keberatan atas hasil
keputusan Komisi Informasi
ke PTUN Pontianak

Hasil Putusan
Pengadilan

Hasil Keputusan PTUN 1
Pontianak :
* Menyatakan hasil permohonan
pemohon keberatan tidak
diterima;
* Menguatkan Keputusan Komisi
Informasi Provinsi Kalimantan
Barat;
* Menghukum pemohon untuk
membayar biaya perkara.




KENDALA
EKSTERNAL/
INTERNAL




Kendala Eksternal

- Masih minimnya permintaan
informasi dari masyarakat yang
disebabkan oleh masih
rendahnya pemahaman
masyarakat terhadap
kebutuhan informasi publik
dan belum mengetahui dimana
bisa memperoleh informasi
publik secara on/ine maupun
offline, ini terlihat belum banyak
masyarakat yang melakukan
permintaan informasi publik
melalui aplikasi maupun secara
langsung;

Kendala teknis pada aplikasi
PPID yaitu, tidak adanya
notifikasi permohonan SELESAI
pada saat proses permohonan
dikabulkan,, padahal si peminta
informasi sudah menerima
informasi yang diminta hal ini
sudah dikonsultasikan beberapa
kali ke pemilik aplikasi PPID
(Kemendagri), namun sampai
dengan saat ini belum ada
solusi untuk permasalahan

Kendala Internal

- Minimnya anggaran pada
kegiatan pelayanan informasi
publik

Masih kurangnya inisiatif OPD
untuk mengupdate DIP pada
aplikasi PPID (proses updating
menunggu arahan dari PPID

Kurangnya pemahaman OPD
terhadap peran dari PPID
Pelaksana dalam melakukan
pelayanan informasi publik;
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REKOMENDASI/
RENCANA

TINDAK
LANJUT




Rencana
Tindak Lanjut

% Mempertahankan indeks Keterbukaan
Informasi Publik yang sudah diperoleh dengan
terus meningkatkan pelayanan publik

% Peningkatan  kapasitas SDM  pengelola
informasi dan dokumentasi pada
penyelenggaraan  melalui Bimtek tentang
pengelolaan informasi dan dokumentasi;

% Mengadakan = RAKOR  PPID dengan
menghadirkan  narasumber dari  Komisi
Informasi Dan Inspektorat Provinsi;

% Terus berkomunikasi dengan Kemendagri
terkait dengan permasalahan aplikasi PPID;

% Akan lebih aktif menyampaikan informasi
ataupun kebijakan terbaru terkait dengan
pelayanan informasi publik pada WAG PPID
Pelaksana maupun WAG Operator Aplikasi;

% Lebih meningkatkan lagi sosiallisasi mengenai
aplikasi PPID kepada masyarakat melallui
event-event besar yang diselenggarakan di
Kapuas Hulu;

% Pembinaan Desa mandiri yang semula hanya 2
Desa menjadi 5 Desa;

% Terus berkoordinasi dengan admin-
admin/operator PPID OPD terkait hambatan-
hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan
informasi dan dokumentasi
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BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR: 46 /DKIS/ 2022

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN KAPUAS HULU

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa dengan berlakunya Peraturan Dalam Negeri

Nomor 3 Tahun 2017 tentane Pedoman

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19

BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR : 184 /DKIS/ 2022

TENTANG

PENETAPAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

BUPATI KAPUAS HULU,

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik,
ditentukan bahwa Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib
melakukan pengujian tentang konsekuensi
dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum
menyatakan Informasi Publik tertentu
dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang
maka perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Penetapan Informasi Publik yang
dikecualikan di  Lingkungan Pemerintah




Dokumen Info

PPID KAPLIAS HULU

Dokumen Informasi Publik

® Semua Dokumen

NOMeR  JubuL

&  KATEGORI

Infesmas: Kirerja Berkala

Berkala

Informasi Kinerja Berkala

Informasi Kinerja Bervala

BERKALA

s JENIS

Barkalz

Program dan Keziazan
Barkala

Program dan Kegiatzn

Berka's

nformasi Kinerja

Barka'z

Berkalz

& PENERBIT :

i December 2022

@ rosuon Evia

Q

Dinas Komunik

Erntartils ¥k it




= PPID KAPUAS HULU

4 JENIS ¢ KATEGORI 4  PENERBIT 4 ALTION

Badan Kepegawaian dan Pengembangan

rhala Sumber D

nformasi Kinerja I

N

Dokumen Informasi Publik  ~ E | 3 Novernber 2022
Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Regulas Berkala Sumber

16 Septernbe

Badan Kepi

nfarmasi Kinerja Berkala Sumber D

dan Pengembangan

Semua Dokumen

Rardan Kenseawaian dan Pensemhangan

BERKALA

S PPIDKAPUAS HULU O rosvioi ELvian

) Semua Dokumer Q

NOMGR JUDUL &  KATEGORI 4  PENERBIT 4 ACTION

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Berkala

men Informasi Publik  ~

um dan Pena

nasi Kinerja Berkala

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

3 5 Hu TS Kinerja Berkals Ruang
28 July 2022
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
4 Herkalz
Hul 28 July 2002
K Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
5 nformasi Kinerja Berkala Ruang Ubah ~Hapus

kerjaan Umum dan Penataan

s Kineria Rerialz Ruzng



= PPID KAPUAS HULU

Program dan Kegiatan

Dolumen Informasi Publik

Informasi

Infarmasi

Infarmasi K

Informasi Kin

Informasi King

BERKALA

= PPID KAPUAS HULL

mas| Kiner|ja
Dokumen Info 18

Infarmasi Kinerja

Semua Dokumen

Program dan

Program dan Kegiatar

JENIS 4 KATEGORI

Berkala

Berkala

s JENIS +  KATEGORI

Berkala

Berkalz

Berkala

Berkala

& PENERBIT

10 May 2022

didikan dzn Kebudayaan

s ACTION

s+ PENERBIT P

mahan Rakyat dan Kawasan

man, Pertanahan

Ingan

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Damidinnar Dartanshan dan §inslksmean

[ e §

Ubzh Hapus

_

AATY




= PPID KAPUAS HULU

JENIS 4  KATEGORI ¢ PENERBIT $ ACTION

Berkala Pariwisata Ubah Hapus

Dokumen Informasi Publik

Dinas kepemuda
Berkala Pariwis
14 Mar

s Kepemuda,

Semua Dokumen

Berkala

nas ki
Berkala Pariwis

11 Mar

nf Berkala Ubah  Hapus O
Db Bt | R L e o
BERKALA
= PPIDKAPUAS HULU ﬂ ROSMADIAH ELVIANI

NOMOR  JUDUL s JENIS 4  KATEGORI 4  PENERBIT 4 ACTION

Perindustran dan

Ubzh | Hapus

Regulasi

Dokumen informasi Publik

08 December 2022

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Ubah

£rja. Perindustrian dan Ubsh Hapus :

Berkala




PPID KAPUAS HULY

Dokumen informasi Publik

Semua Dokumen

FPID KAPUAS HULU

Dokumen Informasi Publik

e

1 L
3

4

5 =
A Bu

NOMGR  JubDUL

KATEGORI

Program dan Kegiatan

Infarmasi Kinerja

Infarmas

L anoran

BERKALA

Informasi Kinerja

Regulasi

Berkala

Berkala

Berkala

Rerkala

4 KATEGORI

Berkala

Berkalz

Berkala

Berkala

PENERBIT

{02 June 2022

Dinas Kependudukan dan ?
Sipil

2 2022

Kependudukan dan F
Sipil

27 April 2022

< Kependudukan da

27 April 2022
Dinas Kependudukan dan Pe
Sipil

22 March 2022

{ependudukan dan Per

Perind

Penduduk dan Kelar,
15 Septemnber 202

O rosuson v




= PPID KAPUAS HULU

NOMGR  JUDUL $  JENIS $  KATEGORI $ PENERBIT $ ACTION

Informasi Kirerja Berkalz Ubsh Hapes
Dokumen Informasi Publik
Informasi Kirerja Berkalz Ubsh  Hapus
Semua Dokumen Infarmasi Kinerja Berkals

5i Kinerja Berkalz

Informasi Kinerja Berkala

Informasi Kinerja Barkalz

nian dan Panean

BERKALA

S PHDKAPUASHULU @ roswonEvien

NOMGR  JUDUL s JENIS ¢ KATEGORI + PENERBIT 4  ACTION

f=s}
i

rzla

nformasi Kinerja [

(oo e

Dokumen Informasi Publik

Semua Dol

Informasi Kinerja Berkala ZET Ubah  Hapus PO
! 28 Diecember 2022 PE g

Berkala

28 December 2022




1= PPID KAPUAS HULU

NOMGR  JUDUL 4 JENIS

men Informasi Publik  +

Regulasi

Profil Badan Publik
Semua Dokumen

[}

Regulasi

SERTA MERTA

KATEGORI

Serta Merta

Serta Merta

Serta Merta

Program dan Kegiatan  Serta Merta

g ROSMADIAH ELVIAN

4  PENERBIT 4 ACTION

Badan K

1 Pengemiangan

Tenaga Kerja, Perindustrian dan

Transmis

01 N

Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusi

31 October 2022

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan

TR Mirtnhar MN27

Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan

Serta Merts

serta

Serta Merta

an Kepeg
Sumber Da

31 Octot

3, Perindustnan

{erja, Perindustnan dan

Ubah Hapus




SERTA MERTA

Programdan fesiaan etz Merta

ah  Programan Kesitan  Sert Mentz

Program dan Hegatan  Serta Merta

Informas! Kieria Serta Merta

Iformasi Knerg~ Serta Merte

Iformes ke~ Serta Merta

Dinas Tenaga Kera Perndustran dan

Trensmigas

(4 Octoder 2022

Badan Kepegawalan dan Pengembangan
Surnoer Daye Manusia

(4 October 22

Kecamatan Selmbau

By 12

Kecamatan K3l

A€ bl W
25 Aonl 2022

L ny

Dinas Perhuoungan

05 Apr 202

Dings Pernufungan

05 Al 2022

s v




NOMOR  JuDUL JENIS 4 KATEGORI 4  PENERBIT % ACTION

rikasi Informatika dan
aten Kzpuas Hulu

Dokumen Informasi Publik v

Laporan Keuangan Sefiap Saat Statlstik K

15 March 2022

Laporan Keuangan Setiap Saat

Din

Laporan Keuangan Setiap Saat 3t

rikas: Informatika dan
aten Kzpuas Hulu

15 Mareh 2022

aporan Keuangan Setiap Saat

Ubah  Hapis.

Laporan Kauangan Setiap Saat

NOMOR  JUDUL & JENIS & KATEGOR! 4  PENERBIT ¢ ACTION

Laporan Keuangan Setl

Dokumen Informasi Publik
Laporan Keuzngan Setiap Saat

Laporan Keuzngan Setiap Sast
Semnua Dokumen

Laporan Keuangan Setiap Saat

Laparan Keuangan Setiap Saat

Laparan Keuzngan Setiap Saat

Laporan Keuangan Setiap Saal




4 JENIS 4 KATEGORI 4  PENERBIT 4 ACTION

Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia

Dokumen Informasi Publik  ~ 15 March 2022

Pengembangan

Bacan Kepegay
Stimbe:
15 March

1 Pengembangan
emua Dokumen :

yal

Baran Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Ubah  Hapis i. oy U

Laporan Keuangan

= PPID KAPUAS HULU @ ROSMADIAH ELVIANI

& JENIS ¢  KATEGORI 4  PENEREIT 4+ ACTION

Dinas Penc 1 Kebidayaan
RegLlas Setiap Saat R Unzh  Hapus

(0% May 2022

Dokumen Informasi Publik  +

F - n kebudayaar
Informasi Kineria J

Informasi Kinerja p Saat

i Kebudayaar e B
i Ubsh Fiapus * Copy Link |

n kebudayaar - —_x
: Ubzh  Hapus

Laparan Keuangan Setiap Saat

Setiap Saat

Seriap Saat

Setiap Saat




= PPID KAPUAS HULU

NOMOR  JuDUL 4 JENIS
e Informasi Kinerja
Dokumen Informasi Publik  +
ERUBAH Informas! Kinenja
mua Dokumen
Informas: Kinarja
" Informasi Kin
= PPID KAPUAS HULL
2 ROSMADIAH ELVIA. SRCESERERST ey
‘e‘ dr LT
NOM@R JuDUL & [|ENIS
Regulasi
Dokumen Informasi Publik  ~
2 Regulasi
Semua Dokumen g Repulasi
4 Profil Badan Publik
5 Profil Badan Publik

& KATEGORI

Setiap Saal

Setiap Saal

Setiap Saat

&  KATEGORI

Setlap Saat

Setiap Saat

Setiap Saat

Setiap Saat

Setiap Saar

&  PENERBIT

dan Lingkungan

Dinas Parumahan Rakyat dan Kawasar

Pemukiman, Pertanahan dan Lingkurigan

Dinias Perumahan Rakyat dan Kawasan

Pemiskiman: Pertanahan ean | ingkiingan

4  PENERBIT

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan
Transmigrasi
28 September 2022

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan

28 September 2022

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan
Transmigras:
28 September 2

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan
Transmigrasi
31 May 2022

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan

31 May 2022

@ rostuni evian

4 ACTION

DIAH ELVIANI

Ubah Hapus




C= PPIDKARUAS HULU ROSMADIAH ELVIANI

NOMER  JUDUL

4  KATEGORI 4+  PENERBIT 2+  ACTION

Berkala

Dokurmen Informasi Publik

Berkala

nformasi Ki

informasi Kinerja Berkala

Q T
wmen [nformasi Publik v
nformasi Kinerja Berkala Ubzh Hapus

Aervzla




PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

ﬁ DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

__ Wit Alamat : Jalan Antasari Mo. B Putussibau Email : ppid@kapuashulukab.go.id
- PUTUSSIBAL 78711
FORMULIR PERMOHOMNAN INFORMASI
Nomor Pendafiaran *; ...
= T
Alamar

Nomor Telepon/Email
Rincian Informasi yang dibutuhkan

Tujuan Penggunaan Informasi

Cara Memperoleh Informasi™

Cara Mendapatkan Salinan Informasi**

Petugas Pelayanan Informasi
Penerima Permohonan Informasi

Ketmrangan

D Melihat/ membaca/mendengarkan/ mencasag ™™™

[C) Mendapatkan salinan informasi (hardcopy. softcopy)***

[] Mengambil Langsung
I:l Kowrir

D Pos

[ Faksimiti

D Email

PutussiBal, oo nims st

Pemohion Informasi

[isi cdeh petugas herdasarkan somor registrasi permokonan mformas publik

Pilsh salak s dempan member fasda (1)
Coret yang tidak perdis




DIBALIK FORM PERMOHONAN INFORMASI

Hak-hak Pemohon Informasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Heterbukaan
Informasi Publik

Im.

VL.

Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluroh informasi yang berada di
Badan Publik kecuall [a] informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon
informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Menganggu kepentingan
perlindungan hak atas kekayaan intelekiual dan perlindungan dari persaingan usaha
tidak sehat; Membahayvakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kelkayaan
glam Indonesia; Merugikan ketahanan eckonomi nasional; Merugikan kepentingan
hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan
terakhir ataupun wasiat sescorang;, Mengungkap rahssia pribadi; Memorandum atan
surat-suat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurat sifatnyva
dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang
tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undaeng- undang, [b] Badan Publik juga dapat
tidak memberikan informasi vang belum dikuassi atau didokumentasikan.

PASTIHAN ANDA MENDAFPAT TANDA BUKETI FERMOHONAN INFORMASI BERUFA
NOMOR PENDAFTARAN HE PETUGAS INFORMASI/PFID. Bila tanda bukt
permohonan informasi tidak diberikan, tanvakan kepada petugas informasi alasannys,
mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap

Pemohon Informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang diterima atau
tidaknya permohonan informesi dalam jangks waktu 10 |sepuluh) hari kerja =scjak
diterimanye permohonan informasi olech Badan Publikh Badan Publik dapat
memperpanjang wakm untuk memberi jawaban tertulis 1 ® 7 hard kerja, dalam hal:
informasi vang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/ belum dapat diputuskan
apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidal.

. Biaya yang dikenakan bagi permintaan atas salinen informasi berdasarkan surat

keputusan Pimpinen Badan Publik adalah ([diisi sesuai dengan surat keputusan
Pimpinan Badan Publik)

Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik [misal:
menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka
pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepads atasan PPIDY dalam jangka
waktu 30 (tiga puluh) hard kerje sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya
alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas
keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat- lambatnya 30 [Hga puluh) har
kerja sejak diterima/fdicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.

Apabila Pemohon Informasi tidak puss dengan keputusan Atasan PPID, maka
pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepads HKomisl Informasi dalam
jangka waktu 14 (empat belas] hari kerja sejal diterimanya keputusan atasan PPID oleh
Pemohon Informasi Publik.




‘ DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
&| PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

s Alamat : Jalan Antasari Mo, B Putussibau Email : ppidifkapuashulukab.go.id
PUTUSSIBAU 78711
PEMBERITAHUAN TERTULIS
Berdasarkan permohonan Informos poda timggal . bulan ............ tshun .. ... dengan

nomer pendaftamn® .
Kami menyampatkan kepoda Saudorai

My amma R N S RS :
Mo, Telp'E mail i e e e -

Pemberitaliuon sebagai berikut:
A, Informasi Dapat Diberikan

™. Hal-hal terkait Keterangan
Infor masi
1. | Penguasaan Informas: A
Publik** O Badaen Publik lain, yaitu ...
I, H'—'l'_'l_ﬂk E"EJL yang O Seficopy (termasuk rekaman,
tersectn 0O Hardeom:salinan tertulis
3. | Biaya yang dibutubkan®** [ Rp. ... x . _.(jumlah lembaran) = Bp...................
] Rp..ooe.
O Lam-lam Rp.i.oie.
Jumlah Rp. ..o
4. | Waktu penvediaan fasir
5. | Pempelasan penghitamanipengaburan Informas: yvang dimchon®*** (fambehkan keras
bila perlu)

B. Informasi tidak dapat diberikan ksrena:**
O Informos: yang dimimnta belum dikusm
O Informasi yang diminta belum didokumentasikan
Penyedinan informasi yang belum didokumentasikan dilakukan dobom jangka wakio ... ... #%%=*

Puobtisgibiine: oo oo

Pejabat Pengelola Informas: dan Dokumentas:
{PPIDY

AU |
Mama & Tanda Tangan

Keterangan :
r [Diis1 sesuni dengan nomor pendaftoran pada formulir permohonan,

” Pilih salah satu dengan memberi tonda (V).
EAE Biava penyalinan (fotokopi aton od ) donfatow maya pengiriman (khusus kune dan pos)
sesuni dengan standar biaya yang telah ditetapkan,
i Jika adn penghitaman mformas dalam suotu dokumen, maka dibenkan alasan penghitamannya

i i Dhist dengan keterangan waktu yang jelas untuk menyediakan informasi yang diminta.




b1

i DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
[ g&’ PEIABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
\"“-::j Alamat : Jalan Antasari Mo. B Putussibau Email : ppid@kapuashulukab.go.id

PUTUSSIBAU 78711

PEMBERITAHUAN KETIDAKLENGKAPAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

No. Pendaftaran: * ... ...
Nama L g
Alamat A s
Nomor Telp/email B R L R R B R R R AR 8 B L B E B L
Rincian Informasi vang dibututhkanm @ ..o i s s s

Bahwa berdasarkan permintaan informasi publik dan dokumen vang kami terima, maka PPID
menerangkan bahwa Informasi yang dimohon adalah Tidak lengkap, mohon untuk segera melengkapi
dokumen tersebut yakni:

Selanjutmya waktu untuk melengkapt dokumen tersebut paling lama 3 (tiga) han sejak surat keterangan

tidak lengkap diterima.

Prooer oL, oy i v b i R R

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokementasi
(PPID)

Nama & Tandatangan

Keterangan:
* Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik.




: -h] DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
|&‘ PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
S

Alamat : Jalan Antasari No. B Putussibau Email : ppidi@kapuashulukab.go.id
PUTUSSIBAU 78711

PERMYATAAMN KEBERATAN ATAS PERMOHOMAN INFORMASI

Ao INFORMASI PENGAJU KEBERATAN

Momor Regisirns Kebimutun
Bormer Pendaftaran Permobsoman Informasi

Tujusn Pemppunaan Infarmas
Idemtitas Pemsibon

Muma

At

Pekorgam

Moo Telepon'E-Mail
Identitas Kuusa Pesnshan
Muma

Momar TeleponE-Mail

B ALASAN PENGAJUAN KEBERATANY*®

Permohoman nformasi «i dolak.

Informasi bivkala tidak Esediokan

Fermuminan mirmis tidek dnengeaps

Permuminan mfirmasi ditnggaps telak sehapm mang vang dimints
Fermintann mormos ek dipenubi

Hinya vanp iikemadom ridsk wajar

Informasi disampaikan molebibd prgks walkd o vang ditimtukan

OooooOoooagd

C. KASLS POSIS] (tnmbahkun kertus bila perio)

0. HARNTANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN INBERIKAN - _— o i el
potugny *ee

Demikian keberatnn mi sivo sampaikan, mes perhaton don tanegnpamy, sava ocapkan tertmakasih

Puigssiban, s o)

Mimgetabui,
Petugis Dnformsasi Pengaju Keberatan
(Penerimn Eebermtan)

MNoma & Tandn Thngsn Narm & Tards Tangan

KETERANGAN
. Momor register pongafuan kebemiam ditsi berdnsarican bulou register pensijuan kebermon

™ Identitus kossa pemohon daisi jika ada kuasa pemobwmnyn dan mekimpirken Sara Keasi.
ki Hemumi denpmn Pasal 35 UL KIP, depilih oleh pengju kebemtan seami dengmn alasim keberton ying dinjukan
it Drinsd sesens dengan ketewtean jamgka wokie dalam UL KIP

seens  Tonggsd diisi dengan anggal dsenmanys pengsjeen keberaom yaito sgok keberatan dimadakan lenghcop sesumi dengen buko
ngsiir pengsun kebsertan




PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
Jalan Antasari No. 08 PutussibauTelp ©0567) 21022

: go.id Kode Pos 78711

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKAS!, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 17 TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR {SOF) PENGELOLAAN PELAYANAN
INFORMAS! DAN DOKUMENTAS] KABUPATEN KAPUAS HULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATIETIK KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang : a. bahwa demi y

Sy Dan Dok (PPID) Kal:
Kapuas Hulu, dipandang periu menctapkan Standar
Opcuxmn] Prozedur (SOPj;

per
ummuuu dalam  huraf a, perlu menetapkan Standar
Operasional  Prosedur  (SOP)  Pengelolean  Pelayanan
1 i Dan Dok i Kapuas Hulu

Mengingat ¢ 1. UndangUndang Nomeor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
lcnnmg Pembentukan Dacrah Tingkat I di Kalimantan

Negara Tahun 1953 Nomor

9] sebagal Undﬂm -Undang (Lembaran Negara Republic

Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keter Publik L Negara Rep
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846|;

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informas: Publik;

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009 tenitang
Pelayanan Publik;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayuman

lik [Lembs Negs Ind ia Tahun 2009

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5038);

6

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang
kns F o (L b

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang
Femenntohan Doerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara R—publd& Indonesia \omor 244, Tambahan
L Negara Nomor 5587)
acbagaimana telah diubah bcberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan
Keua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintaban  Dacrah  (Lembaran  Negara
chubkk Indonesia l'ahun 20]5 Nomor 58, Tambahan

jegara Nomor 5679);
A Umhng undnng Nomar 30 Tahun 2014  tentang
han (L Negara Republik

Indonem Imhun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601};

Q. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang

laksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Pubhlc

10. Peraturan Menteri
Indonesia Nomor 17 /PER/NM.| anlN‘FO/OS/Zm@ lrmnng
Diseminasi  Informasi Nasional dan Pemerintah,
Pemerintah Dacrah Provinsi dan Pemerintah Dacrah
Kabupaten /Kota;

11. Peraturan Menteri Negara  Pendayagunaan  Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Po Standar Op

=

Pernturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 16
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrah Tahun Anggaran 2019;

13, Peraturan Mcmcn Dn]nm Negeri Nomer 3 tahun 2017
tentang Informasi dan
Dolcumentasi Kemememn Dalam Negert  dan
Pemerintahan Daerah;

14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tabun 2010
tentang Standar Layanan Informasi Publik;

15. Peraturan Komisi [nformasi Mmor 1 Tahun 2013 tentang

Publi;

16. Peraturan Buy Kapuas Hulu Nomor 60 Tahun 1016
tentang  Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas
Hulu;

17. Peraturan Bupatl Kapuae Hulu Nomor 72 Tahun 2018
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrah Tabun Anggaran 2019;




18. Surat Keputusan Bupatl Kapuas Hulu Nomor 44 Tahun
2019 Tentang Penetapan Pejabat Pengelolaan Informasi
dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Kapuas Hulu.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Pelayanan

Informasl Dan Dokumentasi Kabupaten Kapuas Hulu,
sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP] sebagaimana dalam
Diktum KESATU menjadi pedoman acuan bagi Pengguna
maupun pengelola dari Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan
Dokumentasi Kabupaten Kapuas Hulu;

KETIGA ¢ Keputusan inl mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau
Pada tanggal 28 Agustus 2019

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,

M.Si
Pembina Tk. T
NIP.19650507 193803 1 006

LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAl
STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 17 TAHUN 2019
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNA!
DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Nomor SOP
Tangga! Pembuatan
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU Tanggal Revisi
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK Tanggal Efeltif
Disahkan Oich Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten
Kaapiany Hulu
Nama SOF Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman a. memiliki kewenangan dalam Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kab. Kapuas Huhy;
2. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan b. memshami dengan baik ketentuan yang berlaku  dalam
Doikumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; dan pelaksanaan kegiatan;
3. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 44 c. dapat mengoperasikan komputer, jaringan internet, aplikasi
Tahun 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di wehsite dan;
Lingkungan Kabupaten Kapuas Hulu. d. mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan
kegiatan, tepat sasaran dan tepat wakiu.
Keterkaitan: Peralatan /Perlengkapan:
a. ATK
b. PC/Laptop
c. Sinyal Internet
d. Usermame dan Password ppid.kapuashulukab. go.id
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
S0P ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam Penyusunan Daftar Informasi dan
Dokumentasi  Publik, dan jika tidak i k akan i ketidakpastian,
ketidal keti i onan dan ketid waktu serta keterlambatan dalam proses
Penyusunan Daftar Informasi dan Dolumentasi Publik




(DIP) yang telah diverifikasi olch PPID
utama

Sinyal Internet

- Username dan
Password
ppid.kapuashulukab.go.id

Publik (DIP} siap
untuk di download

PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN = PERSYARATAN & ¥ KET
PPID Pembantu PPID Utama PERLENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1 2 3 4 5 & T a
1 Mengumpulkan informasi dan dolumentasi - ATK 3 Hari Tersedianya
yang berkualitas dan relevan, baik yang - Daftar informasi dan informasi dan
diproduksi sendiri, dikembangkan, dokumentasi dokumentasi
maupun yang dikirim ke pihak lain, yang
berupa arsip statis maupun dinamis
2. | Mengklasifikasikan seluruh informasi dan - Informasi dan 1 Hari Informasi dan
dokumentasi yang telah di kumpulkan dan Dokumentasi yang sudah Dokumentasi  yang
mengidentifikasikannya berdasarkan sifat B terkumpul telah  di verifikasi
Informasi dan dokumentasi sebagaimana - UU No. 14 Tahun 2018 oleh PPID Pembantu
yang telah ditetapkan melahui UU No. 14 tentang Keterbukaan
Tahun 2018 Pasal 17 dan Pasal 18 S | Informasi Publik
E) Mendok ik dan - Informasi dan | 10 menit/ | Informasi dan | tata cara seperti
Informasi publik dalam bentuk Softcopy ke + Dokumentasi Dokumen | Dokumentasi  yang | mengarsip  dokumen
ppid.kapuashulukab.go.id. - PC/Laptop terkumpul dan | gan dipisahkan sesuai
Sinyal Internet sudah diverifikasi Wasifikasi Informasi dan
- Username dan oleh FPI'D 2 i
4 Password Pemb terupload wajib,
Tidak ppid.kapuashulukab, go.id di secara berkala, serta
ppid.kapuashulukab.g | merta dan setiap saat
o.id
4 Informasi dan Dokumentasi yang di upload - PC/Laptop 15 Menit | Informasi dan | Apabila ada
oleh PPID Pembantu di verifikasi oleh PPID - Binyal Internet Dokumentasi  telah | kekurangan/kesalah
Utama - Username dan diverifikasi oleh PPID | an  pada Informasi
Password Utama dan siap | dan Dokumentasi
ppid kapuashulukab_go.id untuk di download | maka akan
menjadl  Dokumen | diberitahukan kepada
Informasi Puhblik | PPID Pembantu
[DIF) untuk diperbaiki
5. Mendowload Dokumen Informasi Publik PC/Laptop 1 Menit Dokumen Informasi

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA

DAN STATISTIK KAB

NIP. 19630507 199803 1 006

'ATEN KAPUAS HULU,




LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 17
TAHUN 2019 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK SECARA
OFFILNE

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi

Tanggal Efektil
Disahkan Oleh

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten
Kapuas Hulu

Nama SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik Secara Offline

Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman a ilikd K n dalam P lok; Pel Informasi dan
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; Dokumentasi di Lihgkungan Pemerintah Kab. l-(spuaa Hulu;

2. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan b. memshami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan
Doikumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; dan kegiatan;

3. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 44 c dapat mengoperasikan komputer, jaringan internet, aplikasi website
Tahun 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di dan;

Lingkungan Kabupaten Kapuas Hulu. d. mempunyai komitmen tinggl untuk menyelesaikan setiap tahapan

kegiatan, tepat sasaran dan'tepat waktu.
Peralatan {Perlengkapan:

Keterkaitan:

a ATK
b. PC/Laptop
. Sinyal Internet
d. Uscrname dan F ppid. go.id
e. Formulir Permohonan Informasi
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelaksanaan proses Pelayanan
Permohonan Informasi Publik Secara Offlne, dan jika tidak dilal k akan i
ketidakpastian,  ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan  ketidslktepatan  waktu  serta
keterlamb dalam proses Pel Permoh Informasi Publilk Secara Offine.
PELAKSANA MUTU BAKU
x Bagian )
NO KEGIATAN Pemohon 2 = FFRID FERSYARATAN & KET
Informasi | gttt ) FRDUBmE | peppany, PERLENGKAPAN WAk SRTEUT
1 3 3 4 5 6 T a8
1. | Menyampailan - Daftar 5 Menit Permohonan
permohonan Informasi/ dokume Informasi masuk
inforrnasi yang h ntasi yang
dibutuhkan dibutuhkan
pemohon
2 | Memberikan - Formulir 1 Menit Formulir permohonan
Formulir ] Permohonan informasi diterima
Permohonan -Jl | Informasi yang pemohon
Informasi kepada . tersedia di  meja
Pemohon Informasi pelayanan PPljD
informasi
3 | Melakukan - - Formulir 30 Menit Pemohon telah
registrasi berkas I Permohonan melakukan registrasi
permohonan Informasi
informasi publik. - Fotocopy atau
scan identitas  diri
(NIK} dari pemohon
informasi
4 Memverifikasi - Formulir 10 Menit - Pemohoman Jika dokomen [/
registrasi berkas Permohonan Informasi Publik | informasi yang
permohonan Informasi diterima oleh | diminta
Informasi Puhblik ‘-—| - PC/Laptop pemohonn  apahila | telah termasuk dalam
dan meneruskan | - Binyal Internet permohonan DIP dan
kepada PFID Utama ! - Username dan informasi sudah ada | dimiliki oleh meja
T Password di website PPID informasi atau
ppid. kapuashulukab. - Permohonan sudah terdapat di
go.id informasi wehsite PPID, maka
diteruskan kepada | langsung diberikan
PPID Utama kepada pemohon
informasi atau bisa
langsung diunduh
— oleh pemohon
| ‘ informasi, Jika
SR informasi/
N dokumentasi yang
diminta
belum terrnasuk
dalarn DIP, maka
| ‘ berkas permohonan
= disampaikan




kepada FPID Utama
atau PPID Pembantu.

5 | Menerima l - PC/Laptop 5 Menit Permohonan
Permohonan - Sinyal Internet Informasi  diteruskan
Informasi dan - Username dan ke FPPID Pembantu
meneruskan/ mendi Password yang membidangi
sposisikan kepada ppid.kapuashulukab. Informasi dan
FPID Pembantu. go.id dokumentasi yang di
butuhkan oleh
pemohon
6 [ Memberikan - PC/Laptop 10 [sepuluh} | Informasi dan
informasi atau - Sinyal Internet hari kerja dokumentasi yang di
dokurnen - Username dan sejak minta  tersedia  dj
yang diminta oleh Password permohonan | ppid kapuashulukab.go.i
pemohon informasi ppid.kapuashulukab. informasi d
yang telah go.id diterima oleh
menandatangani FFID
tanda
bukti penerimasn
inforrnasi atau
dokumen,
7 | Memverifikasi - PC/Laptop 10 Menit Dokumen  Informasi
Dokumen Informasi — ¥ - Sinyal Internet Publik telah
Publik yang - Username dan diverifikasi oleh PPID
diberikan olch PPID Password Utama
Pembantu dan ppid. kapuashulukab.
meneruskan kepada go.id
bagian registrasi
PPID
% | Mendowload [ - PC/Laptop 10 Menit Dokumentasi DIP yang telah di
Dokumen Informasi - Sinyal Internet Informasi Publi (DIF) download diberikan
Publik (DIF} yang ___;_ - Username dan kepada pemohon biss
telah diverifikasi Password secara langsung atau
oleh PPID utama ppid. kapuashulukab. dikirim via E-mail
el go.id
10 | Menerima DIP yang Dokumentasi 10 Menit Dokumentasi
dibutuhkan | Informasi Publi Informasi Publi [DIF)
a [DIF) diterima oleh
Pemohon

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU,

Pembina Tk.I

NIP. 19630507 199803 1 006




LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI,

INFORMATIKA DAN

STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR ...... TAHUN 2019

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PELAYANAN

PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK SECARA ONLINE

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

Nomor SOP

Tanggal Revisi

Tanggal Pembuatan

Tanggal Efektil

Disahkan Oleh

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten
Kapuas Hulu

Nama SOP

Pelayanan Permohonan Informasi Publik secara Cnline

Dasa.r Hulum:

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparastur Negaras Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
2. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Doikumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; dan
3. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Nomor
44 Tahun 2019 Tentang Penctapan Prjabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Kabupaten Kapuas Hulu.

Keterkaitan:

Kualifikasi Pelaksana:

a iliki k gan dalam Pengelol Pelay Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kab. Kapuas Hulu;

b. memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan
kegiatan;

. dapat ik I
dan;

d. mempunyai komitmen tinggl untuk menyelesaikan setiap tahapan
kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu,

Peralatan f Perlengkapan:

a. ATK

b. PC/Laptop

. Sinyal Internet

internet, aplikasi webaite

d. Uscrname dan F ppid. go.id
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib X dalam pelal
Permohonan Informasi Publik secara Online, dan jika tidak dilaksanakan akan mrngaklbﬂlkaﬂ
ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan  ketidaktepatan waktu serta
keterlambatan dalam proses Pelayanan Permohonan Informasi Publik secara Online .
PELAKSANA MUTU BAKU KET
NOD KEGIATAN Pemohon £t PFID PERSYARATAN & o ¥
Informasi FRID Aftama Pembantu PERLENGKAPAN WAET SUTRET
1 3 5 (2] T
1. | Mengakses website - PC/Laptop 5 Menit Pemohon hisa untuk | Setelah terakses ke
ppid. go.id Sinyal Internet merncari ppid_kapuashulukab.go.id
informasi/Dolkumen | pargi ke beranda lalu klik
yang dibutuhkan kunjungi
2 | Mencari - PC/Laptop 15 Menit Formulir permohonan (- Apabila
Informasi/ Dokumentasi .. Sinyal Internet informasi diterima | Informasi/ Dokumentasi
yang dibutuhkan | pemohon yang dibutuhkan tersedia
di
N E— ppid.kapuashulukab.ge.id
maka pemohon informasi
bisa langsung
mengunduhnya, jika tidak
teraedia, bisa mengajukan
permohonan.
- Apahila belum memiliki
akun di
ppid.kapuashulukab.go.id
pengguna diharuskan
mendaftar akun  terlebih
dahulu
3 | Mengajukan T PC/Laptop 5 menit Pemohon telah | Isi semua formuli
Permohonan Sinval Internet melakukan registrasi pengajuan Informasi
Informasi/ Dokumentasi Usemame dan dengan benar dan Jelas.
Password
ppid.kapuashulukab.
Eo.id
4 | Menerima Pengajuan PC/Laptop 5 menit - Permohonan
Informasif Dokumentasi Sinyval Internet Informasi
dari pemohonan dan Username dan diteruskan ke FFID
meneruskan /mendispos Password Pembantu yang
isikan permohonan ppid.kapuashulukab. membidangi
tersebut kepada PPID go.id Informasi dan
Pembantu va: [ dokumentasi yang di
membidangi Informasi butuhkan oleh
dan dokumentasi yang pemohon
di butuhkan oleh




5 | Memberikan informasi - PC/Laptop 10 {sepuluh) Informasi dan
atau dokurnen - Binyal Internet hari kerja sejak | dokumentasi yang di
yang diminta oleh - Username dan permohonan minta tersedia @ di
pemohon informasi Password informasi ppid.kapuashulukab.go.i
ppid.kapuashulukab.g diterima oleh d
o.id
6 | Memverifikasi Dokumen - PC/Laptop 10 menit Dokumen  Informasi
Informasi Publik yang y - Binyal Internet Publik telah
diberikan olch PPID [ - Username dan diverifikasi cleh PPID
Pembantu | ‘ Password Utama
L ppid.kapuashulukab.g
oid
7 | Memberitahukan - PC/Laptop 5 menit Pemohon tersedia
kepada pemohon bahwa - Sinyal Internet ppid.kapuashulukab.go.i
Dokumen Informasi | 4 . - Username dan d slap untuk di download
Publik yang dibutuhkan | Password 3 5
sudahs tersedia i | | ppid.kapuashulukab.g emihortinfomiasd
ppid. goid o.id
8 | Mendowload Dokumen - PC/Laptop 5 menit Dok i
Informasi Publik [DIF) v - Binyal Internet Informasi Publik |[DIF)
T - Username dan diterima olch
| i) Password Pemohon
h - ppid.kapuashulukab.g
o.id
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK EN KAPUAS HULU,
NIP. 19630507 199803 1 006
LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 17 TAHUN 2019
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR uJi
KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK
| Nomor SOP
A Tanggal Pembuatan
s PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU Tanggal Revisi
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK Tanggal Efekaif
Dizahkan Oleh HKepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten
S Kapuas Hulu
Nama SOF Uji Konsckuensi Informasi Publik
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman a. ilikd K n dalam P lok; Pel Informasi dan
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; Dokumentasi di Lihgkungan Pemerintah Kab. kapuaa Hulu;
2. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan b. memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan
Doikumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; dan kegiatan;
3. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Nomor c. dapat it  jari internet, aplikasi website
44 Tahun 2019 Tentang Penctapan Prjabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di dan;
Lingkungan Kabupaten Kapuas Hulu. d. mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan
kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu,
Keterkaitan: Peralatan f Perlengkapan:
a. ATK
b. PC/Laptop
. Sinyal Internet
d. Username dan F ppid. go.id
. Berkas pemohonan informasi/ dokumen
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilal b dalam p Uji K + i
Informasi Publik, dan jika tidak dilaksanakan akan kibatkan ketidal
keeti keti inkronan dan ketidaktepatan waktu serta keterlambatan dalam proses
Uji Konsekuensi Informasi Publik




Pertimbangan Pelavanan
Informasi.

identitas diri (NIK]}

PELAKSANA MUTU BAKU
Tim
NO KEGIATAN Pertimbangan PPID PERSYARATAN & = % KET
PPID Utama Piliyanan Berbantu Pemohon PERLENGKAFAN WAKTU OUTPUT
Informasi

1 2 3 5 [ T 8
1. | Melakukan kajian atas Berkas Berkas

informasi/ dokumen - = pemohonan permohonan

yang tidak B informasi/ informasi vang

termasuk dalam DIP ~ — dolcumen dari telah diisi lengkap

dengan Pemohon dan dilampiri

melibatkan Tim | Informasi fotocopy aCAN

2 Memberikan Dagar hukum: UU Burat  Keputusan
pertimbangan atas KIP 14 Tahun 2008 Tim Pertimbangan
informasi/ dokumen y dan Perkd 1 Tahun pelayanan
yang dimaksud yang 2010 Informasi
bersifat rahasia | |
berdasarkan UU, L
kepatutan dan
kepentingan umum
a Menyampaikan kepada CE— Surat  Keputusan Surat  Keputusan | Jika informasi/
PPID atas status Tim Pertimbangan Tim Pertimbangan | dokumen yang
informasi/ dokumen I pelayanan pelavanan dimaksud adalah
yang diminta pemchon Informasi Informasi atas hasil | terbuks, maka
informasi i ujian  konselkuensi | FPID
| diterima oleh PPID | memerintahkan
.l Utama kepada
= komponen |
perangkat
Darrah untuk
menyerahkan
informasi/

dokumen yang
dimaksud. Jika
status informasif
dokumen oleh
Tim
Pertimbangan
Pelayanan
Informasi
dinyatakan
rahasia, maka
FPPID membuat

surat penolakan
kepada pemohon
informasi.

4 | Memberikan informasi
yang diminta oleh
pemohon informasi Jika
informasi/ dokumen
yang dimaksud adalsh
terbuka dengan
menandatangani tanda
bukti penerimaan atau
memberikan surat
penolakan kepada
pemohon jika status
informasi/ dokumen
dinyatakan rahasia,

- Informasi/ Dokume
ntasi yang di
minta permohon
atau surat
penolakan

- Informasif Doku
mentasi yang di
minta permohon
atau surat
penolakan
disampaikan ke
pemohon

Menerima

Informasi/ Dokumentasi
yang di minta permohen
Aatau surat penolakan

- Informasi/ Dokume
ntasi yang di
minta permohon
atau surat
penolakan

- Informasi/ Doku
mentasi yang di
minta permohon
atau surat
penolakan
ditrima oleh
pemohon

l, M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19630507 199803 1 006




LAMPIRAN V
KEPUTUSAN

KABUPATEN

OPERASIONAL PROSEDUR

PUBLIK

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KAPUAS HULU NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR
PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI

FEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

| Nomor SOP

Tanggsl Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efekaif

Disahkan Oleh

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten
Kapuas Hulu

Nama SOP

Penanganan Keberatan Informasi Publik

Dasm' Hubum:

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Ped

Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

Kualifikasi Pelaksana:

a; lal. Pelay

n dalam Peng n F Informasi dan
Dokumentasi di Linglbungan Pemerintah Kab. Kapuas Hulu;

2. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Ped 0 Pel Informasi dan | |4 memshami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan
Doikumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dan kegiatan;
3. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Nomor c. dapat mengoperasikan komputer, jaringan internet, aplikasi website
44 Tahun 2019 Tentang Penctapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di dan;
Linglkungan Kabupaten Kapuas Hulu. d. mempunyai } tinggi untuk y ikan sctiap tahapan
kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu,
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:
a ATK
b. PC/Laptop
£. Sinyal Internet
d, Uscrmame dan P d ppid. Eo.id
e. Formulir Pengajuan Keberatan
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
BOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilal y! dalam proses P
Keberatan Informasi Publik, dan jika tidak dilal kan akan g kan keti
ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidak an waktu serta keter dalam proses
Penanganan Keberatan Informasi Publik
PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN Pemahon Bagi L R s e ) PERSYARATAN & . KET
Informasi Regi?r::si S:" g Kepals OFD PERLENGKAPAN bt OFUT
mbantu
1 2 3 4 5 5] 7 8
1. | Menyvampailean - Farmulir 30 menit | Berkas - datang
pengajuan Pengajuan permohonan langsung dan
keberatan atas tidak 1 Keberatan informasi yang | mengisi formulic
terlavaninya Informasi  Publik telah diisi lengkap permohonan
permohonan informasi yang tersedia di dan dilampiri pengajuan
yang meja pelavanan fotocopy [ aCcan keberatan
dibutuhkan FFID atau identitas diri (NIK) informasi publik
ditampilkan di dengan
website dan dapat melenglpi
di unduh, fotocopy identitas
- Fotocopy atau diri  [NIK).

scan identitas diri

- melalui website

[NIK] dari pemohon dengan  mengisi
yang mengajukan formmulir yang
keberatan telah
diunduh dan
roenyertakan scan
identitas diri

|NIK) kemudian
dikirim ke alamat
email PPID yang
tertera di website,
mengirim fax
formulir
permohonan
informasi

yang telah diisi
lengkap disertai
dengan fax
identitas diri
[NIK) ke nomor
fax PPID.




informasi/dokumentasi
yang diminta Jika
informasi/ dokumen
yvang dimaksud adalah
terbuka atau mendapat
surat penolakan  jika
status informasi/
dokumen dinyatakan
rahasia

Informasi Publik
(DIP) atau Surat
Penolakan

Keberatan
Informasi Publik

3 | Melakukan verifikasi Formulir 15 menit | Formulir pengajuan
registrasi formulic Pengajuan keberatan
pengajuan keberatan keberatan dan terverifikasi  oleh
pelayanan data infromasi bagian registrasi
informasi dan yang diajukan oleh
menyampaikan pemohon
Pengajuan keberatan
kepada
PPID Utama dan PPID
Pembantu
Memeriksa formulir Formulir 15 Menit | Formulir Pengajuan
pengajuan Pengajuan keberatan dan data
keberatan  dari Para keberatan dan infromasi yang
Pemohon data infromasi diajukan olch
Informasi dan yang diajukan oleh pemohon di telah
meneruskan kepada pemohon periksa dan
Kepala OPD diteruskan kepada
Kepala OFD
3 | Memeriksa formulir Formulir 15 menit | Surat  Keputusan
pengajuan Pengajuan Tim Pertimbangan
keberatan. dard Para keberatan dan pelayanan
Pemohon — data infromasi Informasi atas hasil
Informasi dan yang disjukan oleh ujian konseckuensi
memerintahkan pemohon diterima oleh PPID
PPID Utama dan PPID Utama
Pembantu untuk
menjawab  permohonan
informasi
4 | Memberikan jawaban - Informasi/ Dokume 3 Hari - Informasi/ Doku FFID
kepada Kepala OFD ntasi vang di mentasi yang di Utama/Pembantu
minta permohon minta permohon | dapat memberikan
atau surat atau surat informasi/dokumen
P penolakan tasi yang diminta
oleh pemohon
informasi Jika
informasi/ dokumen
E yang dimaksud
adalah terbuka
dengan
menandatangani
tanda bukti
penerimasn atau
memberikan  surat
penolakan  kepada
pemohon jika status
informasi/ dokumen
dinyatakan rahasia.
5 | Menyampaikan jawaban - Informasi/Dokume S menit - Informasi/Doku -
kepada pemohon - ntasi yang di mentasi yang di
informasi minta permohon minta permohon
- Dokumen/Informasi atau surat atau surat
dapat diberikan penolakan penolakan
kepada pemohon ditrima olch
apabila bersifat pemohon
terbuka dengan
menandatangani tanda
bukti penerimaan
- memberikan surat
penolakan kepada
pemohon  jika status
informasi/ dokumen
dinyatakan rahasia
6 | Menerima - Dokumen S menit Hasil keputusan

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA

Pembina Tk.I
NIP. 19630507 199803 1 006
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LAMPIRAN VI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR ...... TAHUN 2019
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR FASILITASI
SENGKETA INFORMASI

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif
Disahkan Oleh

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten

Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

Doikumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; dan

Lingkungan Kabupaten Kapuas Hulhu.

2. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolasn Pelayanan Informasi dan

3. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Nomor
44 Tahun 2019 Tentang Penctapan Prjabat Pengelola Laysnan Informasi dan Dokumentasi di

Kapuas Hulu
Nama SOP Fasilitasi Sengketa informasi
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman a iliki lee dalam Py 1ol Pel Informasi dan

d. mempunyai komitmen tinggi untuk
kegiatan, tepat sasaran dan tepat waltu,

Dokumentasi di Liﬁgimngﬂ.n Pemerintah Kab. Kapuas Hulu;
b. memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan
kegiatan;
c. dapat mengoperasikan komputer, jaringan internet, aplikasi website
dan;

asetiap

Sengketa  informasi., dan jika tidak dilaksanakan akan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelaksanaan proses Fasilitasi

kan

Fasilitasi Sengketa informasi.

ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan wakiu serta keterlambatan dalam proses

Keterkaitan: Peralatan /Perlengkapan:
a. ATK
b. PC/Laptop
<. Sinyal Internet
d. Username dan F ppid.k kab.go.id
c. Form Surat Pengajuan Keberatan
Peringatan Pencatatan dan Pendataan:

PELAKSANA MUTU BAKU KET
" Tim fasilitasi E
Ll KEGIATAN :f‘:r‘:‘;’:; Kepala OPD sengketa ﬁgﬁ;ﬁi’ﬁgg WAKTU OUTPUT
informasi

1 2 3 4 5 ] 7 a8
1. | mengajukan keberatan - Form Surat | 20 menit | Pengajuan Pengajuan Keberatan dalam
secara tertulis kepada Kepala Pengajuan Keberatan dari | waktu 10 {sepuluh) hari
OFD ' Keberatan pemohon kerja, sejak  permohonan
informasi informasi teregistrasi dan

diterima  Atasan
FPID

diberikan.
Perpanjangan  pernenuhan

permohonan informasi
selama?  [tujuh] hari scjak
pemberitahuan tertulis
diberikan  dan tidak dapat
diperpanjang lagi
2 | menetapkan Tim fasilitasi Surat Pengajuan 3 Hari Tim fasilitasi | Tim fasilitasi sengketa
sengketa informasi untuk Keberatan sengketa informasi di ketuai oleh PPID
mengupayakan penyelesaian | 1 informasi Utama dan beranggotakan
sengketa informasi, yang I terbentuk PPID Pernbantu  terkait,
dibentuk oleh PPID Utama | | pejebat  yang menangani
bidang hukum, pejabat
fungsional, serta JFU yang
sesuai dengan kebutuhan
3 | melaporkan proses Surat Pengajuan 1 Hari Tim fasilitasi | Upava penyelesaian
penanganan sengketa Keberatan sengketa Sengketa Informasi Publik
informasi kepada Kepala OPD ML S informasi telah | diajukan kepada Komisi

membuat laporan
kepada Atasan

PPID atas
Keberatan dari
pemohion
informasi

Informasi Pusat, Komisi
Informasi Provinsi, Komisi
Informasi Kabupaten/ Kota
sesual dengan naungannya
apabila tanggapan Atasan
PPID dalam proses
keberatan tidak memuaskan
Pemohon Informasi.




4 | Memberikan tanggapan “7 Hari Pemohon
kepada Pemohon laporan Laporan mendapatkan
proses penanganan senghketa penanganan tanggan atas
informasi dari Tim fasilitasi sengketa dari tim laporan
sengketa informasi fasilitasi sengketa keberatan yang
informasi’ diajukan
5 | Dapat Melaporkan kepada Laporan 3 Hari
Komisi Informasi Pusat, penanganan
Komisi Informasi Provinsi, sengketa dari
Komisi Informasi /_‘_. Atasan PPID
Kabupaten/ Kota sesuai ( 3
dengan naungannya apabila A
tanggapan Atasan PPID
dalam proses keberatan
tidak memuaskan Pemohon
Informasi.
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
NIP. 19630507 199803 1 006
LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 17
TAHUN 2019 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK
Nomor SOP

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU Tan; Revisi

Tanggal Pembuatan

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK Tanggal Efektif

Disabkan Olch

@

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten
Kapuas Hulu

Nama SOP

Pendokumentasian Informasi Publik

Dasar Hukum:
a.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang F

Kualifikasi Pelaksana:

Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
b.Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Ped Pelay
Doikumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Dacrah dan
c. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Ksbups!cn Kapuas Hulu I\omor 44

Informasi dan

a. iliki K dalam F ! Pelay Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kab. Kapuas Hulu;

b. memahami dengan baik ketentuan yang berlaku  dalam
pelaksanaan kegiatan;

c. dapat mengoperasikan komputer,

jaringan internct, aplikasi

onan dan waktu serta keterl

Pcndokumcmaman Informasi Publik.

dalam proses

Tahun 2019 Tentang Penctapan Pejabat P lola Layanan dan Dok website dan;
Lingkungan Kabupaten Kapuas Hulu d. mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan
kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.
Keterkaitan: Peralatan /Perlengkapan:
a. ATK
b. PC/Laptop
. Sinyal Internet
d. Username dan F d ppid.k go.id
c. Form Surat Pe Keberatan
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilak K dalam proses
Pendokumentasian lnformasl Pubhk dan jika udak di kan akan ibatkan ketd stian




FELAKSANA MUTU BAKU KET

PERSYARATA
KEGIATAN Operatar PPID N& ¥
OFD Pembantu | RPEROPD | pppy pygiap | WAKTU ouTRUT
AN
2 3 4 5 6 7 8
Melakukan Identifikasi terkait Bsahan I Hari Tersedianya
informasi yang akan di |: } Informasi Data
dokumentasikan dan melaporkannya
kepada ketua FPID
Memerintahkan petugas PPID untuk Data Informasi | 15 Menit Nota Dinas
berk dinasi dengan bidang-bidang
dalam menghimpun seria - ‘
mendokumentasikan data untuk
informasi publik
Mengumpulkan data dan informasi Nota Dinas, | 1 hari Konsep Daftar | Serta Merta : Informasi yang wajib
yang dibutuhkan dari berbagai sumber Bahan informasi di umumkan scketika terjadinya
dalam mendokumentasikan informasi Informasi dari Publik keadaan yang dapat mengancam
publik dan mengkalsifikasikan data setiap bidang hajar hidup orang banyak dan
hasil informasi menurut sifatnya publik | | | ketertiban umum;
{serta merta, berkala dan setiap saat) _| Berkala : disediakan /diumumbkan
dalam bentuk soft file E— secara rutin, teratur, dan dalam
jangka waktu tertentu setidaknya
setiap 6 bulan ackali;
Setiap saat : untuk

Tidak memperolehnya harus dilakukan
dengan mengajukan permintaan,
wajib dan rutin disediakan badan
publilk

Memeriksa daftar informasi publik > Konsep Daftar | 15 menit Draft Daftar

yang tclah diklasifikasikan menurut y - Informasi Informasi
sifatnya. Jika disctujui maka akan Puhblik Publik
mpaikan kepada atasan FPID 2 F =
Jika tidak setuju menyerahkan kepada o Tidak
Petugas PPID untuk diperbaiki
Ya
Memeriksa Daftar Informasi Publik i Draft Daftar | 15 menit Daftar
Jika setuju maka akan ditandatangani P . Informasi Informasi
jika tidak setuju mengembalikan . 7 | Publik Publik
kepada Ketua PPID ke
Daftar Informasi Publik yang telah _— Daftar 30 menit Dafiar
ditandatangani atasan PPID | Pimpinan | Informasi Informasi
Badan Publik) dipublikasikan di Publik Publik
website dan disimpan sebagai arsip ditampilkan di
Aplikasi
. ppid.kapuashulu
{ } kab.go.id

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTRERFZRUEATEN KAPUAS HULU,

Pembina Tk.i
NIP. 19630507 199803 1 006




LAMPIRAN VIII

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR ... TAHUN
2019 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Nomor SOP
A - Tangga! Pembuatan
‘% PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU Tanggal Revisi
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK Tanggal Efeltif
Disahkan Oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten
\ Kapuas Hulu
Nama SOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomaor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman a iliki K n dalam Py lolaan Pel Informasi dan
Penyusunan Standar Operasional Prosedur -\dmlmatrasl Femcnnbahan Dokumentasi di Lihp,kungan Pemerintah Kab. kapuaa Hulu;
b. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang P P Pelay Informasi dan b. memshami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan
Doikumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; dan kegiatan; )
0. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Nomor e dabstmcngopcrasikan komputer, jaringan internet, aplikasi website
44 Tahun 2019 Tentang Penctapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di dan;
Lingkungan Kabupaten Kapuas Hulu. d. mempunyai komitmen tinggi untuk ik setiap tah
kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu,
Keterkaitan: Peralatan /Perlengkapan:
a ATK
b. PC/Laptop
. Sinyal Internet
d. Uscrname dan Password ppid kapuashulukab.go.id
e. Form Surat Pengajuan Keberatan
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
S0P ini merupakan prosedur baku yang wajib dil ! dalam lak n proses
Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan, dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan
ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketid inkronan dan ketidak wakmu  serta
keterlambatan dalam proses Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan.

PELAKSANA MUTU BAKU KET
PERSYARATA
NO KEGIATAN Operator PPID N& F—
OPD Pembantu Kepala OFD | pepipngrap | WAKTU QUTRUT
AN
1l 2 3 4 5 & 7 8

1. | Melakukan Identifikasi terkait Bahan 1 Hari Tersedianya

informasi yang akan di Informasi Data
dokumentasikan dan melaporkannyva

kepada ketua PPID

2 | Memerintshkan petugas PPID untuk Data Informasi | 15 Menit Nota Dinas

berkoordinasi dengan bidang-bidang e
dalam menghimpun serta melakukan > ‘
uji konsekuensi untuk [ .

mendokumentasikan data informasi
yang dikecualikan

3 | Mengumpulkan data dan informasi Mota Dinas, 1 hari Konsep Daftar | Aktif : Tidak boleh diakses
yang dibutuhkan dari berbagai sumber Bahan informasi oleh orang yang tidak
dalam mendokumentasikan informasi Informasi dari Publik berkepentingan;
dan melakukan ujio konsekuensi setiap bidang Inaktif : boleh diakses atas
terhadap informasi tersebut, Jika | [ | izin pemilik;
informasi beraeal dari arsip, maka akan 1 Statis 1 terbuka untuk
dilakukan pemilihan berdasarkan || L siapapun. (Arsip Aktif dan
jadwal Retensi Arsip (JRA]. Apakah Inaktif tidak boleh dibuka
termasuk kedalam arsif Aktif, Inaktif Tidak untuk publik}
atau Statis 1

4 Memeriksa daftar informasi publik J\ Draft Daftar 15 menit Daftar

yang dikecualikan, Jika setuju maka p =, Informasi yang Informasi
akan disampaikan kepada atasan FPID Py ™ dikecualikan Publik yang
oJika tidak sctuju mengembalilan ., ’ = dikecualikan
kepada Ketua PPID L Tidak

5 | Memeriksa Daftar Informasi yang . Draft Daftar 15 menit Diaftar
dikecualikan Ya - Informasi yang Informasi yang
Jika Setuju maka akan di tandatangani dikecualikan dikecualikan

Jika tidak setuju mengembalikan
kepada ketua FPID




Daftar Informasi yang dikecualikan Daftar 30 menit Daftar

telah ditandatangani atasan PPID | Informasi yang Informasi yang

Pimpinan Badan Publikj disimpan dikecualikan dikecualikan
diarsipkan

schagai arsip

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
ATEN KAPUAS HULU,

A, M.Si
Pembina Tl.I
NIP. 19630507 199803 1 006




Dinas Kesehatan

KLIPING

Sub Koordinator Gizi Jadi
Narasumber Kegiatan

Pembinaan Peningkatan
Kapasitas Aparatur Desa

o 2] - | -

loordinator Gizl Dinas Kesehatan Pengendalion Penduduk dan Keluarga

Sub

sitl Wahdah, $.6z,RD,MPH menjadi narasumber

Berencana Kabupaten Kapuas F

atan K

dalam kegiatan Pembinaan dan Paning asitas Aparatur Pemaerintahan De

arakan oleh Dinas

Kabupe

n Kapuas Hulu Tahun 2022 yang leng

Pemberdayoan Masyarakat dan Keluarga Kabupaten Kopuas Hulu di Gedung MAEM

Kapuas Hulu, saloso (

Dalam

empatan tersebut, Dinas Kesshatan Pengendalian Panduduk dan Keluarga

Berancana Kabupaten Kopuas Hulu melalui Sub Koordinator Gizi Siti Wahd

memaparkan matari tentang Intervensi i Spesifik Program Percepatan Penurunan

Stun’

Qg

Wahdah mengun stunting adalah hambatan pertumbuhan fisik

pkan bahwe
Rentan terhadap penyakit, Hambatan perkembangan kognitif, Kekurangan Gizi yang

sifatnyo jangka panjang 1000 HPK

guan Pertumbuhan anak dan akibat Perkembangan kekurangan gizl kronis dan

si berulang, yoeng ditandai dengaon panjong atau tinggi badannya berada di

nt

bawah standar yang ditetapkan oleh m 1l yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang kesehatan,” paparnya

Pada kesempotan tersebut, Wohdah menyampaikan jika penanggulangan Stunting
harus menjadi tanggung jawab Bersama yang diwujudkon dalam kebijakan, program

kerja, partisipasi aktif seluruh masyarakat, media massa, dan dunia usaha

o Olah nar

Sebelum dim g dihadini

HNya penyart

34N M umber, kegiatan yc

Camat, seluruh K ala Dasa se Kabupatan Kapu Hulu Itu dibuka langsung oleh

Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Dican, SH

(DR 5 e fest of e tiercs o ke thes



KLIPING

8 Januory 4,2023 (O 7.0 an

Pegawai Diskominfotik Kapuas
Hulu Lakukan Perekaman IKD

admin

n P n |u con |

Transformasi digitol terus dilokukan Pamerintah, solah satunya dengan panerapan

Identitas Kependudukan Digital (IKD). Dinas Kependudukon dan Pancatatan Sipil

(Disdukcapll) Kabupaten Kapuos Hulu bekerjasama dengan Dinas Koemunikasi

ominfotik

Informasi dan Statistik ( aten Kapuas Hulu melakukan perekaman

KD terhadap s

luruh pegawai di Diskominfotik

Kepala Diskominfo dan Statistik Kapuas Hulu, Hodl Pranata mengatakan bahwao KT
adalah salah satu bentuk transformasi digital. Pihaknya sangat mendukung

perekaman data e-ktp tersebul

"Selaku Diskominfo dan Statistik mendukung KD, Untuk mendukung ini semua ASN dan

non ASN di lingkup Diskominfo dan Statistik ikut perekaman IKD," ucapnya.

Kabid Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil kabupaten Kapuas Hulu,
Walidad menjelaskan bahwa IKD tersebut mengacu pada Permendagri nomaor 72
tahun 2022 tentang standar dan spesifikasi perangkat keras, parangkat lunak dan

blangko KTP Elektronik serta penyelenggaraan IKD. “Ini kita lokukan bertahap di daerah

karena inovasi Kemandagri lewat Ditjen Capil mulal mengalihkan KTP Elektronik

menjadi KTP Digital," ucap Walidad

Walidad menuturkan pihaknya sudah masuk ke SKPD KPD, objek pendataannya

pegawal dan tenaga kontrak. Selanjutnya masyarokat jugo akan jad| objek

perekaman. “Untuk kawasaon kota sudah 32 titik perekaman KD, pendataan sudah

mencapal angka 956, tagasnya

Untuk masyarokat sekitar Putussibau yong ingin perekaman IKD, kata Walidad, bisa

datang ke Dukcapil. Kalou masyarakat di desa nanti ada sistem jemput bola dar

Disdukcapil, jadi masyarakat udok banyak biaya harus ke Putussibouw. "Manfaat

a sudah ada

kedepan, IKD ini mempermudah aks slayanan publik. Masyarak

di hp, bukan honya ktp, ada kk, 5, NPWP, vaksin, data pemilih kpu juga sudah ada di

aplik

ucapnya

IKD bukan bararti membuat e-KTP tidak dipakal lagl. Ini program untuk mengejor
kemudahan bagl pengguna hp android

"Masyarakat harus punya android, jaringan internat dan poket data, lolu email don

nomer hp aktif,” t wa. (Yoha
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